BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian regional dan nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta  penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Peningkatan perekonomian global pasca pandemi Covid-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Karanganyar, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan asumsi berikut.
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Perkembangan ekonomi nasional yang lebih terkendali semenjak Pemerintah secara resmi mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan harapan baru bagi tumbuhnya kembali perekonomian baik di level nasional maupun daerah setelah sebelumnya tertekan hebat meskipun masih dibayangi munculnya mutasi virus dengan bermacam virus. Tata kelola mengatasi pandemi yang lebih baik seperti menekan laju penularan dengan terus mendorong 3T (Testing, Tracing, Treatment) dan 5M (Mencuci tangan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi kerumunan, Mengurangi mobilitas) serta percepatan vaksinasi bagi seluruh masyarakat diharapkan mampu mendukung rebound kondisi perekonomian.
Untuk itu berpijak pada RKP difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020– 2024 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Berdasarkan tema RKP 2024 dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN), yakni 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga tahun 2024, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,3-5,7%. Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 1,5-3,5%, Tingkat Suku Bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun sebesar 6,49-6,91% dan nilai tukar rupiah berkisar antara Rp.14.700-Rp.15.300 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak diperkirakan mencapai 75-85 US$ per barel, lifting minyak bumi 597.000-652.000 barel per hari dan lifting gas bumi 999-1.054 ribu barel.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024
	No
	Indikator Ekonomi Makro
	Kisaran

	1
	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	5,3-5,7

	2
	Inflasi (%)
	1,5-3,5

	3
	Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)
	6,49-6,91

	4
	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS
	14.700-15.300

	5
	Harga Minyak Mentah (US$ per Barel)
	75-85 

	6
	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)
	597.000-652.000

	7
	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)
	999-1.054


3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli  masyarakat. Inflasi di Kabupaten Karanganyar dilihat selama kurun waktu lima tahun (tahun 2018-2022) menunjukan kondisi yang fluktuatif, yaitu pada Tahun 2018 sebesar 2,48%, mengalami penurunan di tahun 2019 dan 2020 menjadi 2,41% dan 1,38%. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan yaitu menjadi 2,58% dan 7,03%, sebagaimana Gambar 3.1 berikut. 
Gambar 3.1 berikut.
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Gambar 3.1Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (Kabupaten Karanganyar Dalam Angka Tahun 2023, BPS)
Sejalan dengan asumsi ekonomi makro Nasional, laju inflasi Kabupaten Karanganyar tahun 2024 diproyeksikan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Laju inflasi Tahun 2022.

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pada rentang Tahun 2018-2022 pertumbuhan   ekonomi   di Kabupaten  Karanganyar  mengalami  perkembangan  yang  cukup fluktuatif. Tahun 2019-2020 pertumbuhan ekonomi terus melambat hingga  menjadi -1,87%,  namun  pada  Tahun  2021  kembali  tumbuh menjadi 3,57%.  Pertumbuhan ekonomi  Kabupaten Karanganyar tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan tingkat Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022

	Laju Pertumbuhan

Ekonomi
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Kabupaten Karanganyar
	5,98
	5,93
	(1,87)
	3,57
	5,87

	Provinsi Jawa Tengah


	5,30
	5,40
	(2,65)
	3,32
	5,31

	Nasional
	5,17
	5,02
	(2,07)
	3,69
	5,31


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar antara tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2020, yang diakibatkan sebagai efek pandemi Covid-19.  Pada tahun 2021 hingga tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada khususnya dan kabupaten/kota se-Subosukawonosraten pada umumnya mengalami pertumbuhan yang positif.  Pertumbuhan  ekonomi  di kawasan Subosukawonosraten tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten Tahun 2018-2022
	No
	Kabupaten
	Laju Pertumbuhan Rill PDRB (ADHK)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Boyolali
	5,72
	5,96
	(1,20)
	4,63
	6,33

	2
	Klaten
	5,47
	5,50
	(1,18)
	3,82
	5,90

	3
	Sukoharjo
	5,79
	5,92
	(1,70)
	3,82
	5,61

	4
	Wonogiri
	5,41
	5,14
	(1,41)
	3,35
	5,63

	5
	Karanganyar
	5,98
	5,93
	(1,87)
	3,57
	5,87

	6
	Sragen
	5,75
	5,90
	(1,81)
	3,75
	5,76

	7
	Surakarta
	5,75
	5,78
	(1,76)
	4,01
	6,25

	8
	Jawa Tengah
	5,30
	5,40
	(2,65)
	3,32
	5,31

	9
	Nasional
	5,17
	5,02
	(2,07)
	3,69
	5,31


Sumber   : Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2023, BPS
Pertumbuhan ekonomi di semua wilayah kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif.   Laju Pertumbuhan Ekonomi terbesar adalah Kabupaten Boyolali sebesar 6,33% dan terkecil Kabupaten Wonogiri sebesar 5,61%. Kabupaten Karanganyar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87% di Tahun 2022 menempati urutan ke-4 di wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN.
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Gambar 3.2.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar menempati urutan ke 7 (tujuh), setelah Kabupaten Boyolali (6,33), Kota Surakarta (6,25), Kabupaten Grobogan (5,98), Kabupaten Batang (5,97), Kabupaten Jepara (5,95) dan Kabupaten Klaten (5,90).
Meskipun pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pasca Pemerintah secara resmi mencabut status pandemi Covid19, pemerintah masih tetap akan melakukan antisipasi terhadap ketidakpastian akibat pandemi serta faktor lingkungan global yang turut mempengaruhi kondisi perekonomian domestik. Walaupun faktor ketidakpastian masih ada, perekonomian diproyeksikan akan lebih baik dari tahun sebelumnya dimana proyeksikan lebih baik dari tahun sebelumnya.  Pemerintah akan terus mendorong akselerasi program vaksinasi yang lebih luas dan cepat sehingga dapat menjangkau semua penduduk. 

Guna mendukung peningkatan perekonomian di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 serta mewujudkan kebijakan umum pembangunan daerah maka arah kebijakan tahun pertama (2024) adalah Peningkatan demokrasi dan kesejahteraan didukung pelaksanaan reformasi birokrasi (satu pintu, e goverment) serta penguatan SDM dan daya saing daerah. Prioritas pada tahun 2024 adalah:
1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi;
2. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing;
3. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem;
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 yaitu:

1. Angka Kemiskinan sebesar 8,89%;

2. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,20;
3. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,00;

4. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 65; dan
5. Indeks Resiko Bencana sebesar 82.
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